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GUBERNUR SULAWESI SELATAN 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 NOMOR 1 TAHUN 2019 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

PROVINSI  SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR SULAWESI SELATAN, 

 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023; 

 
Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan 

Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah 

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 

151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2102), Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan 

Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang 

SALINAN 
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Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan 

Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2687);  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4286); 

4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 4725); 

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;  

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
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Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5243); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang  

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4815); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang 

Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

2016 nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5941); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 



-4- 

 

 

 

16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 3); 

17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 136); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

310); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 

tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi 

Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1955); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459); 
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaga Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2006 Nomor 13 Tambahan Lembaga Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281); 

24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 

Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009, Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Nomor 249); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 

Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan  

Tahun 2010 Nomor 2); 

26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 

2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor 291); 

27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2016, Nom0r 10, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 

dan 

GUBERNUR SULAWESI SELATAN 

       MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI 

SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :  

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.  

2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan. 

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh 

kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk 

melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterahkan 

masyarakat. 

5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

6. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
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yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah. 

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

9. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 

10. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

11. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Selatan. 

12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut 

BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan 

mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi 

pelaksanaan rencana pembangunan Daerah. 

13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 

14. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian  dan/atau lembaga  

pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan 

yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu 

dalam rangka dekonsentrasi. 

15. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk 

masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan 

dengan kegiatan dan hasil pembangunan. 

16. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan 

yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan 

sumberdaya yang ada. 

17. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses 

penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk 

menghasilkan dokumen perencanaan selama periode satu tahun. 

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya 

disingkat RPJMN adalah rencana pembangunan Nasional yang 

merupakan dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk 

periode 5 (lima) tahun.  

19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan 
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Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 20 (dua puluh) tahun 

terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, yang memuat 

visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi 

Selatan. 

20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan yang merupakan dokumen perencanaan 

pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2018 

sampai dengan tahun 2023. 

21. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD 

adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan 

dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun.  

22. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW 

adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur 

dan pola ruang Provinsi Sulawesi Selatan.  

23. Rencana Kerja  Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD 

adalah rencana pembangunan tahunan  PD yang merupakan 

dokumen perencanaan  PD untuk periode 1 (satu) tahun.  

24. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

Renstra-PD adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan  

analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan 

dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.  

25. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus 

menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk 

mewujudkan visi Daerah.  

26. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 

akhir periode perencanaan.  

27. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

28. Pokok-pokok pikiran adalah kajian permasalahan pembangunan 

Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil penyerapan 

aspirasi masyarakat melalui reses. 
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29. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang 

berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya 

yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan 

misi.  

30. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu 

atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari 

pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri 

dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa 

personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 

kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai 

masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk 

barang atau jasa. 

31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan 

Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

  

BAB II 

RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA  

Pasal 2 

(1) RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala Daerah 

yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan 

Daerah dan keuangan Daerah serta program Perangkat Daerah dan 

lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan 

bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2018 

sampai dengan tahun 2023. 

(2) Kerangka pendanaan adalah untuk menghitung kapasitas riil 

keuangan Daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program 

pembangunan jangka menengah Daerah 5 (lima) tahun kedepan. 

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 

a. BAB I Pendahuluan; 

b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah; 

c. BAB III Gambaran Keuangan Daerah; 
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d. BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah; 

e. BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 

f. BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan 

Daerah; 

g. BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program 

Perangkat Daerah; 

h. BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan 

i. BAB IX Penutup. 

(4) Isi dan uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Daerah ini. 

 

BAB III 

PELAKSANAAN  

Pasal 3 

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi : 

a. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-PD dan sebagai acuan 

bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan 

program pembangunan selama kurun waktu 2018-2023; 

b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah 

Kabupaten/Kota; 

c. dasar penyusunan RKPD; dan 

d. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

 

BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 4 

(1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD. 

(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan melalui BAPPEDA. 

 
Pasal 5 

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD meliputi: 

a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan; 
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b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan; dan 

c. evaluasi terhadap hasil. 
 

Pasal 6 

(1) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 huruf a dilakukan untuk mengevaluasi dan memastikan 

bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka 

menengah Daerah telah berpedoman pada RPJMN, RPJPD, dan RTRW 

Provinsi, serta memperhatikan RTRW dan rencana pembangunan 

jangka menengah daerah provinsi tetangga. 

(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 huruf b digunakan untuk mengevaluasi dan 

memastikan bahwa program pembangunan daerah dan indikasi 

rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan 

pembangunan jangka menengah Daerah, telah dilaksanakan melalui 

RKPD. 

(3) Evaluasi terhadap hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c 

dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran 

pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk 

mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah dan 

pembangunan jangka menengah nasional. 

BAB V 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 7 

(1) Apabila dalam pelaksanaan RPJMD terdapat kebijakan Pemerintah 

Pusat yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan 

kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerahyang berimplikasi terhadap dokumen RPJMD ini, maka akan 

dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada dokumen RKPD yang 

ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. 

(2) Kebijakan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berkenaan pengaturan dan implementasi penyelenggaraan 
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kewenangan/Urusan Pemerintahan dan kebijakan dibidang keuangan 

terkait alokasi dana transfer ke Daerah. 

(3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berkenaan Peraturan Daerah yang mengatur susunan Perangkat 

Daerah dan Peraturan Daerah lainnya yang berimplikasi terhadap 

RPJMD ini.   

Pasal 8 

Setelah berakhirnya RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, 

penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RPJPD Tahun 2005-

2025 dan RPJMN. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

 Ditetapkan di Makassar 

 pada tanggal  5 Maret 2019 
 

   GUBERNUR SULAWESI SELATAN, 

   ttd 

        M. NURDIN ABDULLAH 
 

 

Diundangkan di Makassar 

pada tanggal 5 Maret 2019 

   Pj. SEKRETARIS DAERAH  

PROVINSI SULAWESI SELATAN, 

  ttd 

ASHARI FAKHSIRIE RADJAMILO 
 

 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 1 

NOREG. PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN:(1-74/2019)
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN 

    NOMOR 1 TAHUN 2019    

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  

PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018-2023 

 

I. UMUM 

Bahwa dalam rangka memberi arah dan tujuan dalam mewujudkan 

cita-cita pembangunan daerah sesuai visi dan misi Kepala Daerah sesuai 

amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana 

Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. 

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dilakukan secara 

partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan 

pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi dan 

program Gubernur Sulawesi Selatan yang penyusunannya berpedoman 

pada RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan memperhatikan RPJMN, 

RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, rencana pembangunan jangka 

menengah daerah provinsi tetangga. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2018-2023, merupakan pedoman dalam penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan setiap 

Tahun Anggaran dan Penyusunan Renstra PD. Selain itu menjadi acuan 

bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota 

di Sulawesi Selatan. 
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Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

 Cukup jelas 

Pasal 2 

 Cukup jelas 

Pasal 3 

 Cukup jelas 

Pasal 4 

 Cukup jelas 

Pasal 5 

 Cukup jelas 

Pasal 6 

 Cukup jelas 

Pasal 7 

 Cukup jelas 

Pasal 8 

 Cukup jelas 

Pasal 9 

 Cukup jelas 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 301 

 

 

 

 

 

 

 

 


